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ABSTRAK

Penelitian ini berupaya untuk merampungkan paradigma baru selaku missing link
pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn
berbasis service learning untuk civic equality, karena bersifat integratif. Penelitian
ini berbasis literature review, dengan hasil penelitian, yaitu, PKn bersifat holistik
untuk mengatasi stereotip ableisme, dan mewujudkan pemenuhan hak politik dan
pemberdayaan disabilitas, untuk civic equality mengingat memiliki teori relevan,
yaitu citizenship transformative dan civic empowerment untuk mengatasi individual
atau medical model of disability. PKn selaku civic education adalah wahana strategis
untuk memberi informasi holistik mengenai pemenuhan hak politik dan
pemberdayaan disabilitas, lalu PKn selaku citizenship education adalah wahana
strategis pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, yang bersifat sosio-
kultural, praktik citizenship education, memuat service learning, agar holistik dan
terpadu, lalu mengakomodir siasat kolaborasi pentahelix agar melibatkan lintas
sektor, selaku penerapan spirit persatuan nasional, agar representatif dan integratif.

ABSTRACT

This research seeks to complete a new paradigm as a missing link in efforts to fulfill
political rights and empower people with disabilities through service learning-based
Civics for civic equality, because it is integrative. This research is based on a
literature review, with research results, namely, Civics is holistic to overcome
stereotypes of ableism, and realizes the fulfillment of political rights and
empowerment of people with disabilities, for civic equality considering that it has
relevant theories, namely transformative citizenship and civic empowerment to
overcome individual or medical models of disability. Civics as civic education is a
strategic vehicle for providing holistic information regarding the fulfillment of
political rights and empowerment of people with disabilities, then Civics as
citizenship education is a strategic vehicle for fulfilling political rights and
empowerment of people with disabilities, which is socio-cultural in nature, practices
citizenship education, contains service learning, so that it is holistic and integrated,
then accommodating pentahelix collaboration strategies to involve cross-sectors, as
an implementation of the spirit of national unity, so that it is representative and
integrative.
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Eksistensi disabilitas begitu identik diskriminasi atau marjinalisasi, sehingga berdampak

terhadap pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas yang tidak optimal, tentu problematik

itu akibat stereotip ableisme yang subjektif, anomali dan merendahkan. Stereotip ableisme
memandang disabilitas adalah cacat, beban, aib, tidak berguna juga penghambat aktivitas keluarga,
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stereotip ableisme mengakar kuat dimasyarakat, dunia kedokteran yang secara ideal bersifat objektif,
tidak imun pada ableisme (Charitsis & Lehtiniemi, 2023; Janz, 2019). Problematik itu perlu menjadi
wahana analisis serta refleksi bersama, karena menceminkan nilai keadilan sosial berbasis Pancasila
tidak mampu terwujud secara inklusif, menyeluruh juga persisten, maka optimasi PKn selaku disiplin
ilmu dan pembelajaran yang memuat kajian hak asasi manusia, kesetaraan hukum dan
kewarganegaraan, keadilan sosial, demokrasi, civic empowerment, civic competence dan toleransi
sosial perlu diwujudkan, selaku paradigma baru bersifat ilmiah dalam memenuhi hak politik dan
memberdayakan disabilitas untuk civic equality, berbasis nilai-nilai Pancasila, mengingat keadilan
sosial akan sukar terwujud, apabila masih eksis stigma ableisme yang menimbulkan isolasi sosial,
diskriminatif juga marjinalisasi pada disabilitas. Eksistensi disabilitas identik dengan diskriminasi,
maka perempuan, terlebih berkulit hitam yang dikategorisasikan disabilitas memperoleh diskriminasi
yang masif, akibat stereotip ableisme, lalu gender juga ras (Bailey & Mobley, 2019; Dhanda, 2008).

Terlebih berbasis Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pada Pasal
35 menegaskan bahwa kurikulum perguruan tinggi memandatkan PKn selaku pembelajaran wajib
yang perlu diselesaikan mahasiswa. Eksistensi PKn di perguruan tinggi adalah untuk memperkuat
civic competence, mental demokrasi, dan daya kritis mahasiswa, termasuk untuk mengatasi persoalan
sosial di masyarakat (Nanggala, 2020). Mengingat PKn berperan strategis dalam mewujudkan
kehidupan sosial Negara-Bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, termasuk
mengatasi stereotip ableisme, yang mengambat upaya pemenuhan hak politik serta pemberdayaan
disabilitas, sehingga tidak mengarah pada civic equality disabilitas. Setelah Amerika Serikat
merampungkan American Disability Act pada 1990, nyatanya tidak berdampak pada kesetaraan
disabilitas, akibat kebijakan dan aktivitas sosial, ekonomi dan hukum yang tidak ramah disabilitas,
sehingga menimbulkan stigma bahwa disabilitas adalah warga negara kelas dua (Trevisan, 2020).

Realitas PKn yang kapabel dimaknai selaku civic education atau pembelajaran PKn bersifat
kurikuler atau teoretis di dalam kelas, juga selaku citizenship education atau pembelajaran PKn
bersifat sosio-kultural di perguruan tinggi, maka mumpuni untuk dioptimalkan dalam memenuhi hak
politik dan memberdayakan disabilitas untuk civic equality, terlebih kapabel direalisasikan berbasis
model service learning. Praktik PKn berbasis model service learning mampu memperkuat kepekaan
sosial, kreativitas, inovasi, kemandirian dan tanggung jawab sosial siswa, termasuk melibatkan siswa
dalam mengatasi masalah sosial (Mann dkk., 2015). Realisasi pembelajaran PKn di perguruan tinggi
berbasis model service learning, selain berpotensi mengatasi problematik diskriminasi atau
marjinalisasi, khususnya pada praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, juga
berpotensi mengatasi kesan pembelajaran PKn yang sebatas seremonial pada perguruan tinggi. Civic
equality bersifat penting untuk diwujudkan pada disabilitas, termasuk di Amerika Serikat yang upaya
strategisnya dilakukan melalui PKn di persekolahan, untuk membentuk mental inklusif siswa, serta
menghargai eksistensi siswa disabilitas di sekolah (Bueso, 2022).

Kesetaraan kewarganegaraan yang berfokus pada pemenuhan hak politik serta pemberdayaan
disabilitas, tentu akibat diskriminasi atau marjinalisasi terhadap disabilitas yang kompleks,
mengingat stereotip ableisme timbul akibat individual atau medical model of disability, selaku
sumber teori medis atas timbulnya stereotip ableisme, terlebih merujuk data Kemensos (2021) yang
menegaskan total disabilitas di Indonesia, yaitu, 22,97 juta jiwa semakin menegaskan bahayanya
stereotip ableisme. Individual atau medical model of disability, adalah teori pada ilmu medis, yang
menjadi sumber timbulnya ableisme, yang menjadi stigma disabilitas bahwa disabilitas memiliki
kekurangan tertentu, khususnya secara fisik atau medis, membuat disabilitas tidak berpotensi untuk
berkembang juga menghambat praktik pekerjaan (Bunbury, 2019). Sejatinya individual atau medical
model of disability telah dipertentangkan melalui social model of disability, selaku pandangan sosial
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yang lebih inklusif dan positif pada eksistensi disabilitas, tetapi belum secara optimal dalam
mengatasi stereotip ableisme, karena masih sebatas pandangan sosial, belum secara koheren
mengarah pada aksi nyata kolaboratif atau civic campaign yang memuliakan, memenuhi hak politik
dan memberdayakan disabilitas, agar menjadi modal sosial mewujudkan civic equality disabilitas.
Social model of disability, menegaskan urgensi pandangan yang inklusif dan kesetaraan sosial pada
eksistensi disabilitas, karena dipandang memiliki keunggulan, dan mampu berkontribusi positif pada
kehidupan sosial (Barnes, 2000; Joseph, 2007).

Diskriminasi atau marjinalisasi terhadap disabilitas akibat stereotip ableisme, tentu
mencerminkan nilai keadilan sosial berbasis Pancasila belum terwujud secara utuh dan inklusif di
Indonesia, maka paradigma baru yang inovatif, modern, kolaboratif dan inklusif, perlu diwujudkan,
khususnya berbasis PKn, selaku pembelajaran dan disiplin ilmu yang bersifat kurikuler atau formal
juga sosio-kultural atau non-formal, sehingga komprehensif. Setelah penerapan IDEA atau
Individuals with Disabilities Education Act di Amerika Serikat, nyatanya tidak bersifat optimal
dalam melindungi hak pendidikan disabilitas, maka perlu disertai civic engagement pihak keluarga,
masyarakat sekolah dan pemerintah, selaku praktik inklusivitas dalam lingkungan sosial (Rossetti
dkk., 2020). Sejatinya upaya mewujudkan kehidupan sosial inklusif, bisa berbasis PKn formal atau
civic education, juga PKn non-formal atau citizenship education, berbasis model service learning,
dengan memuat kolaborasi pentahelix, agar melibatkan lintas sektor, supaya efektif, representatif,
selaras dengan paradigma baru dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk
civic equality, maka stereotip ableisme bisa diatasi. Civic partisipation atau upaya aktif masyarakat
begitu penting untuk peningkatan partisipasi disabilitas, yang kapabel dilakukan secara gradual
melalui optimasi teknologi dan media, untuk membentuk kesan positif dan akomodatif pada
partisipasi disabilitas yang berkelanjutan (Ellis & Goggin, 2015). Visi pemenuhan hak politik dan
pemberdayaan untuk civic equality, perlu terakomodasi pada pembelajaran dan disiplin ilmu PKn di
perguruan tinggi, berbasis model service learning, dan memuat kolaborasi pentahelix, agar menjadi
paradigma baru bersifat integratif, dalam mengatasi stereotip ableisme yang mengakar kuat pada
masyarakat, karena bersifat diskriminatif, subjektif dan anomali.

Realitas stereotip ableisme terhadap disabilitas turut berdampak pada diskriminasi atau
marjinalisasi terhadap upaya pemenuhan hak-hak dasar disabilitas menjadi tidak optimal, termasuk
membuat disabilitas dipandang tidak berdaya (Hartley dkk., 2024; Jammaers, 2023). Pada konteks
pemenuhan hak politik disabilitas, dipandang sebatas penyaluran suara politik ketika pemilu politik,
dan sebatas mejadikan disabilitas selaku objek politik, terlebih ketika pemilu politik, problematik
klasik seperti: 1) database disabilitas untuk pemilu, 2) ketersediaan fasilitas minim, dan 3)
kompetensi panitia pemilu yang belum optimal dalam melayani disabilitas, tentu menjadi refleksi
serius pada praktik pemenuhan hak politik disabilitas dalam konteks pemilu. Problematik konsisten
timbul pada pemenuhan hak politik disabilitas ketika pemilu, yaitu: 1) tidak terdaftar pada DPT, 2)
fasilitas tidak memadai atau tidak ramah disabilitas, juga 3) kesiapan dan pengetahuan panitia
bersifat minim yang berkaitan dengan disabilitas, membuat pemilu politik hingga dewasa ini belum
akomodatif terhadap disabilitas (Halalia, 2017; Ramadhan, 2021). Sejatinya pemenuhan hak politik
disabilitas perlu bersifat substantif dan komprehensif, dengan menjadikan disabilitas selaku subjek
politik, maka tidak sebatas seremonial, yang tidak berdampak pada terwujudnya civic equality
disabilitas, mengingat realitas pekerjaan disabilitas yang belum terjamin secara utuh, yaitu:
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Gambar 1. Realitas Pekerjaan disabilitas
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2020)

Stereotip ableisme menimbulkan diskriminasi atau marjinalisasi pada disabilitas pada, karena
memandang disabilitas selaku aib, cacat, beban keluarga dan masyarakat juga tidak berguna,
sehingga stereotip ableisme mencerminkan penindasan terhadap disabilitas (Chatzitheochari &
Butler-Rees, 2023; Kwon & Archer, 2022). Sejatinya kajian PKn tentang citizenship transformative
dan social model of disability, tentu bersifat akomodatif dengan memandang disabilitas memiliki
keunggulan atau potensi tertentu untuk berkembang, maka upaya pemberdayaan atau civic
empowerment disabilitas bisa terwujud, agar mengarah pada civic equality dan kesejahteraan
disabilitas. Pemberdayaan disabilitas kapabel direalisasikan berbasis pelatihan handycraft oleh
paguyuban disabilitas krida karya mandiri, mengingat mampu melahirkan berbagai produk bernilai
ekonomi dengan pengoptimalan limbah kayu, selaku sumber ekonomi alternatif disabilitas, tetapi
realisasi pemasaran berbasis e-commerce dan pembinaan persisten masih menjadi masalah seirus
pemberdayaan disabilitas (Faujianto dkk., 2023). Pemberdayaan disabilitas perlu direalisasikan
secara inklusif, berkualitas dan berkelanjutan, selaku upaya nyata mengatasi stereotip ableisme, dan
mewujudkan kesejahteraan disabilitas.

Diskriminasi atau marjinalisasi terhadap disabilitas akibat stereotip ableisme tidak bisa diatasi
hanya melalui kebijakan pemerintah atau bersifat fop down, juga tidak bisa diatasi hanya melalui
gerakan kewarganegaraan atau bersifat bottom up, tetapi perlu memuat PKn yang integratif, agar
mengarah pada civic equality. Realitas Undang-Undang Ketenagakerjaan Jerman yang mewajibkan
setiap perusahaan untuk mengakomodir tenaga kerja disabilitas sebanyak 5%, adalah upaya
pemenuhan hak-hak dasar disabilitas, tetapi tidak bersifat optimal, karena persyaratan yang berat,
dan tanpa disertai sikap sukarela juga pandangan positif dari rekan tenaga kerja, dan evaluasi
kebijakan mumpuni (Brzykcy & Boehm, 2022). Upaya pemenuhan hak politik serta pemberdayaan
disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi yang memuat model service learning, adalah paradigma
baru, inovasi, dan siasat holistik dalam mewujudkan civic equality disabilitas, karena bersifat
integratif, maka kapabel mengatasi diskriminasi disabilitas akibat stereotip ableisme. PKn modern
memuat kepentingan disabilitas, selaku pemenuhan hak-hak dasar warga negara, termasuk
pendidikan mengingat realitas kesenjangan prestasi kewarganegaraan antara siswa disabilitas dengan
non-disabilitas, akibat tidak nyaman dalam belajar dan gangguan emosional yang dialami siswa
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disabilitas, termasuk partisipasi minim disabilitas pada komunitas sosial, membuat PKn harus
semakin akomodatif juga inklusif pada disabilitas (Garwood dkk., 2021).

Penelitian berupaya memperkuat model PKn di masyarakat yang memuat service learning dan
kolaborasi pentahelix. Mengingat berupaya menjadikan PKn sebagai wahana ilmiah dan sosial dalam
mengatasi ableisme yang negatif dan subjektif, selaku sumber pelecehan sosial disabilitas. Siasat
juga upaya komprehensif mengatasi ketimpangan pemberdayaan untuk minoritas adalah
mengoptimalkan citizenship education, karena melibatkan lintas sektor secara berkelanjutan.
mengingat citizenship education menekankan urgensi kesetaraan, termasuk kesempatan yang persis
untuk memberdayakan potensinya (Addington, 2016). PKn harus bersifat praktis di masyarakat, agar
berkontribusi mengatasi masalah sosial kompleks, terlebih ableisme yang menghambat terwujudnya
civic equality berbasis Pancasila di Indonesia. Optimasi PKn di masyarakat sebagai upaya kolaboratif
dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas bersifat vital, karena PKn adalah
pembelajaran wajib pada perguruan tinggi, maka menjadi civic campaign yang memuliakan
disabilitas.

Penelitian terdahulu pada riset ini, yaitu, dari Jerome (2012) mengenai “Service Learning and
Active Citizenship Education in England”, yang menegaskan tradisi PKn di Inggris direalisasikan
secara langsung dimasyarakat berbasis model service learning, untuk melatih nilai dan karakter
kepemimpinan siswa, lalu untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks, sehingga menjadi model
PKn yang komprehensif. Novelty yang ditargetkan pada riset ini, yaitu, dirampungkannya kajian
ilmiah tentang pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi
berbasis model service learning untuk civic equality, karena bersifat orisinil dan PKn hingga dewasa
ini belum akomodatif secara nyata pada kajian disabilitas. Kontribusi teoretis yaitu, menegaskan PKn
berbasis model service learning kapabel memenuhi missing link dalam upaya pemenuhan hak politik
dan pemberdayaan disabilitas, karena dilakukan secara integrative melalui PKn, tidak sebatas top
down atau kebijakan pemerintah juga bottom up atau gerakan kewarganegaraan. Kontribusi praktis,
yaitu, dirampungkannya civic campaign yang memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas
secara lintas sektor atau pentahelix, yang mengarah pada civic equality disabilitas, termasuk untuk
memperkuat kapasitas civic competence mahasiswa.

Metode

Penelitian ini dilakukan berbasis pendekatan kualitatif, dengan metode literature review,
untuk merampungkan kajian holistik mengenai pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas
melalui pendidikan kewarganegaraan berbasis service learning untuk civic equality. Penelitian
kualitatif bersifat mendalam, parsipatif, natural juga elaboratif, tentu menekankan makna dan
substansi, daripada paradigma positivisme, agar hasil penelitian bersifat utuh (Nassaji, 2020;
Trimbur, 2017). Substansi itu tentu relevan dengan visi peneliti untuk menegaskan PKn berbasis
service learning kapabel dalam memenuhi hak politik juga memberdayakan disabilitas secara
inklusif juga persisten, yang bersumber pada jurnal internasional dan jurnal nasional bersifat relevan
juga bermutu, selaku sumber primer agar hasil penelitian bersifat komprehensif dan representatif,
lalu dokumen yang relevan, maka menjadi sumber sekunder, supaya terpadu dengan rincian 64 jurnal
internasional, 15 jurnal nasional, 1 buku dan 3 dokumen, yang memuat kriteria inklusif berkaitan
dengan PKn, sikap inklusif, civic engagement dan kebijakan akomodatif. untuk dianalisis juga
direfleksikan untuk perampungan hasil juga kesimpulan riset yang utuh. Penelitian kualitatif bersifat
elaboratif dan konstruktif, yang berupaya menelaah fenomena, analisis gejala sosial, termasuk
literature review (Furlong & Lester, 2022). Analisis data berbasis teknik Miles, Huberman & Saldana
(2014) yaitu reduksi, display dan verifikasi untuk merampungkan hasil dan kesimpulan riset holistik
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dengan memuat novelty, kontribusi teoretis dan praktis, agar bermanfaat positif pada pengembangan
PKn dan berdampak nyata pada terwujudnya civic equality disabilitas.

Hasil dan Pembahasan

PKn adalah keilmuan bersifat komprehensif, karena kapabel dimaknai selaku civic education,
atau PKn kurikuler dan formal di dalam kelas, juga selaku citizenship education atau PKn sosio-
kultural dan non-formal di masyarakat, maka kapabel menjadi wahana alternatif dalam memenuhi
hak politik dan memberdayakan disabilitas, karena memuat model service learning. Realisasi
pembelajaran PKn di perguruan tinggi yang memuat model service learning kapabel memperkuat
kapasitas civic competence mahasiswa, lalu menjadi wahana strategis mengatasi ragam permasalahan
sosial yang kompleks dan memberdayakan potensi masyarakat secara berkelanjutan (Nanggala &
Suryadi, 2021). Kajian disabilitas yang belum terintegrasi secara nyata pada materi atau muatan PKn
di perguruan tinggi perlu menjadi kritik sosial, mengingat PKn berkaitan dengan Pancasila,
kesetaraan kewarganegaraan, hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi, toleransi sosial, civic
empowerment, politik, civic virtue, civic engagement, civic competence, economic civic dan service
learning, yang begitu relevan selaku modal ilmiah mengembangkan konsep dan praktik PKn yang
memuat kajian disabilitas, untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas yang berfokus
pada civic equality. PKn modern mengakomodir demokrasi dan kesetaraan isu lokal, nasional dan
global dan transformasi perilaku warga negara, tetapi praktik PKn yang cenderung berulang, karena
minim inovasi, adalah problematik serus pengembangan PKn, maka persis dengan kajian pedagogik
kritis (Heggart dkk., 2018; White dkk., 2023).

Realitas kajian disabilitas yang belum terintegrasi dengan materi pembelajaran juga disiplin
ilmu PKn secara tersurat perlu menjadi wahana refleksi bersama, karena PKn adalah pembelajaran
yang menekankan urgensi persamaan warga negara secara hukum, atau civic equality, tetapi belum
mengakomodir kajian disabilitas, maka upaya pelibatan warga negara secara pentahelix dan
persisten, belum bisa terwujud. PKn berperan membentuk warga negara yang cerdas dan baik,
dengan indikator penting, yaitu, memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, paham akan
kewajiban dan hak warga negara, mampu menyelesaikan masalah pribadi dan sosial, dan terlibat
secara sukarela untuk kepentingan sosial (Sihombing dkk., 2023). Optimalisasi PKn model service
learning yang memuat kolaborasi pentahelix, tentu tidak sebatas upaya ilmiah untuk
mengintegrasikan kajian disabilitas terhadap disiplin ilmu dan pembelajaran PKn, tetapi menjadi
upaya nyata secara integratif, inklusif, kolaboratif, partisipatif, inovatif, berkelanjutan serta
komprehensif, untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, untuk civic equality,
maka menjadi paradigma baru untuk mengatasi stigma ableisme, mengingat upaya pemenuhan hak
politik dan pemberdayaan disabilitas tidak akan optimal, apabila masih eksis ego sektoral, lalu minim
komunikasi lintas sektor, sehingga PKn perlu memiliki tanggung jawab moral dalam merampungkan
praktik PKn berbasis service learning yang memuat kolaborasi pentahelix untuk memenuhi hak
politik dan memberdayakan disabilitas. Model service learning menjadi wahana vital peningkatan
sikap keadilan sosial, tanggung jawab sosial siswa, pemberdayaan sosial dan keterlibatan warga
negara (Compare & Albanesi, 2023; Warren, 1998).

Sejatinya problematik atas diskriminasi atau marjinalisasi disabilitas tidak sebatas
permasalahan medis dan sosial, tetapi juga moral atau keadaban, maka problematik kompleks, yang
berkaitan dengan disabilitas, akan secara koheren diatasi, melalui optimasi PKn, khususnya dalam
memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, untuk civic equality, mengingat memuat
konsep moral Pancasila dan civic virtue atau keadaban warga negara. Penguatan civic virtue warga
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negara muda begitu penting untuk terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan beradab, karena
mencerminkan smart and good citizens, penguatan civic virtue warga negara muda kapabel dilakukan
disekolah, khusususnya melalui PKn, yang dsertai komitmen pendidik dan kebijakan (Ben-Porath,
2007). Praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi
berbasis model service learning, dengan memuat kolaborasi pentahelix, tentu memuat visi penguatan
civic virtue dan civic competence mahasiswa dan lintas sektor, sehingga bersifat sukarela, berdampak
nyata, dan persisen, agar visi civic equality disabilitas kapabel terwujud. PKn membantu siswa
memahami prinsip demokrasi, sehingga siswa mampu melakukan praktik demokrasi dimasyarakat,
PKn juga memuat rekomendasi atas tindakan kewarganegaraan dimasyarakat yang selaras dengan
tujuan sipil (Bauml dkk., 2023). Terlebih PKn menjadi wahana strategis pembelajaran, pelatihan
serta habituasi untuk mengatasi ragam persoalan kompleks, yang menimpa disabilitas, berbasis
inovasi, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, kecerdasan, daya kritis dan daya juang.

Pertama, PKn selaku civic education menjadi wahana strategis dalam memberi informasi
komprehensif, objektif dan persisten pada mahasiswa dan setiap masyarakat Indonesia mengenai
landasan hukum kesetaraan disabilitas, pemenuhan hak-hak dasar, termasuk hak politik dan
pemberdayaan disabilitas, mengingat memiliki keunggulan dan potensi tertentu, yang harus
dioptimalkan secara inklusif. PKn adalah pembelajaran formal di persekolahan, untuk membentuk
mental demokratis dan karakter inklusif siswa (Lynch, 2006). Substansi PKn selaku civic education,
memuat konsep, kajian, materi, juga teori PKn secara kurikuler atau formal yang relevan dengan
upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan kum disabilitas, seperti kajian citizenship
transformative dan civic empowerment yang relevan dioptimalkan untuk mewujudkan civic equality
disabilitas berbasis PKn, lalu landasan teoretis mengenai praktik PKn yang memuat model service
learning untuk memenuhi hak politik serta memberdayakan disabilitas. Citizenship transformative
memandang setiap warga negara memiliki potensi juga harus berkarakter transformatif, untuk
menjadi transformator dalam mewujudkan keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan, untuk
mengatasi masalah sosial diskriminasi (Banks, 2017). Kajian PKn itu secara nyata menentang
individual atau medical model of disability, selaku sumber teori medis yang menimbulkan stereotip
ableisme, karena memberi pemahaman positif mengenai potensi dan keunggulan disabilitas,
termasuk menekankan urgensi aksi filantropi dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan
disabilitas, yang berfokus pada civic equality berbasis nilai-nilai Pancasila.

Kedua, PKn selaku citizenship education adalah wahana strategis memenuhi hak politik dan
memberdayakan disabilitas, karena menjadi praktik pembelajaran PKn secara langsung
dimasyarakat, maka sifatnya non-formal atau sosio-kultural, secara sukarela untuk mengatasi
diskriminasi disabilitas, akibat stigma ableisme. Buku Stoecker tentang “liberating service learning
and the rest of higher education civic engagement” tentu menegaskan urgensi service learning yang
substantif, bukan sebatas pelayanan sosial, tetapi untuk perubahan sosial menuju kebaikan dan
pemberdayaan, berbasis civic engagement (Dillabaugh, 2019). Terlebih pemenuhan hak politik dan
pemberdayaan disabilitas melalui PKn selaku citizenship education, yang memuat model service
learning, selaku indikator jelas dan tegas, agar tidak sebatas seremonial, mengingat kajian PKn
berkaitan dengan civic empowerment memandang setiap warga negara adalah berdaya, dan service
learning menjadi wahana penguatan keberdayaan itu. Citizenship empowerment memandang penting
pemberdayaan warga negara secara inovatif dan inklusif, berbasis potensi, selaku realisasi tanggung
jawab dan hak warga negara, supaya mampu berkontribusi kehidupan sosial, lalu selaku bukti
kemandirian dan modal kesejahteraan dalam konteks sosial, ekonomi dan politik (Dominelli, 1999;
Higgins, 1999). Realitas penerapan PKn dimasyarakat yang belum secara tersurat mengakomodir
pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, mencerminkan visi keadilan sosial yang masih
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jauh dari cita-cita bangsa, maka perlu diatasi melalui PKn berbasis model service learning.

Secara substantif, realisasi PKn pada perguruan tinggi berbasis model service learning, tidak
hanya memuat visi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk kesetaraan
kewarganegaraan saja, tetapi juga memuat upaya penguatan mutu civic competence atau kompetensi
kewarganegaraan milik mahasiswa. Konsep Civic competence yang digagas Branson, mengarah pada
civic knowledge, civic disposition, juga civic skills, lazim dioptimalkan dalam civic education selaku
indikator mendasar atas smart and good citizens (Kuang & Kennedy, 2021). Mengingat praktik PKn
selaku citizenship education berbasis model service learning, mahasiswa diharuskan untuk
mengatasi ragam problematik bersifat dinamis juga kompleks yang berkaitan dengan kebijakan dan
upaya pemenuhan hak politik serta pemberdayaan disabilitas, maka menjadi wahana vital dalam
melatih kompetensi kewarganegaraan mahasiswa, seperti, wawasan, daya kritis, daya juang, inovasi,
peka sosial, tanggung jawab sosial, integritas, komitmen, keadaban, kolaborasi, kreativitas,
komunikasi, pengelolaan dan membangun sikap kepemimpinan warga negara muda. PKn berbasis
service learning kapabel membentuk siswa yang memiliki tanggung jawab sosial dan inovasi yang
tinggi, untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat atau urusan publik (Birdwell dkk., 2013;
Hébert & Hauf, 2015).

Realisasi PKn di perguruan tinggi berbasis model service learning, berupaya untuk memenuhi
hak politik dan memberdayakan disabilitas secara bermutu, persisten dan inklusif, sehingga menjadi
civic campaign secara sukarela, dalam menentang stereotip ableisme, dengan praktik, yaitu, PKn
selaku civic education memberi kajian ilmiah mengenai urgensi dan relevansi dalam pemenuhan hak
politik dan pemberdayaan disabilitas berbasis PKn, selanjutnya PKn selaku citizenship education,
menjadi realisasi kajian ilmiah itu secara kolaboratif dan inovatif untuk memenuhi hak politik dan
memberdayakan disabilitas, dengan mengakomodir model service learning. PKn selaku civic
education bersifat kurikuler, teoretis dan formal, lalu PKn selaku citizenship education bersifat sosio-
kultural, praktis dan non-formal (Winataputra, 2016). Praktik PKn di perguruan tinggi yang berbasis
service learning bersifat integratif karena tidak sebatas kebijakan dan gerakan moral
kewarganegaraan, maka menjadi civic campaign yang memenuhi hak politik dan memberdayakan
disabilitas, untuk civic equality. Civic campaign merepresentasikan civic virtue dan civic competence
negara secara kolektif dalam mengatasi masalah sosial, termasuk untuk kesetaraan disabilitas,
sehingga civic campaign bersifat rasional berbasis kajian ilmiah dan sukarela berbasis kesadaran
warga negara, yang diinisiasi melalui PKn (Nanggala & Suryadi, 2023).

Pertama, analisis serta praktis pemenuhan hak politik disabilitas berbasis PKn, tentu untuk
mengatasi realitas pemenuhan hak politik disabilitas yang tidak optimal, lalu hanya berfokus pada
penyaluran suara politik ketika pemilu, itu juga tidak optimal, karena fasilitas tidak memadai, tidak
terdaftar pada DPT juga kapasitas panitia pemilu yang dipandang kurang dalam melayani hak politik
disabilitas. Diskriminasi pada disabilitas dalam pemilu, seperti: 1) tidak tercantum pada TPS, 2)
akses bersifat minim ke TPS, 3) akomodasi kerahasiaan bersifat rendah, dan 4) minim pendidikan
politik, sosialisasi dan informasi, karena memandang disabilitas kurang penting pada politik,
sehingga partisipasi politiknya tidak optimal (Andriani & Amsari, 2021). Sejatinya substansi
pemenuhan hak politik disabilitas berbasis PKn mengarah pada pendidikan, pelibatan dan
pemberdayaan politik, maka menjadikan disabilitas selaku subjek politik, untuk berkembang dalam
konteks civic competence, selaku praktik civic equality dan pemuliaan disabilitas. Realisasi Undang-
Undang Kesetaraan di Inggris belum berdampak pada keterwakilan politik disabilitas, akibat: 1)
akesisbilitas dan fasilitas yang minim, 2) eksisnya prasangka terhadap disabilitas, dan 3)
pengembangan politik yang tidak ramah disabilitas, sehingga perlu disertai pelibatan masyarakat dan
pendidikan inklusif (Evans & Reher, 2022).
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Upaya pemenuhan hak politik disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi yang memuat model
service learning, tentu bersifat substantif dan komprehensif, karena memandang disabilitas selaku
individu yang unggul dan memiliki potensi tertentu, dengan berbasis kajian relevan, seperti, social
model of disability, citizenship transformative, dan civic empowerment, maka keunggulan atau
potensi itu dibina dan dioptimalkan berbasis citizenship education yang memuat service learning,
maka menjadikan disabilitas menjadi subjek politik, agar literasi politik, motivasi politik, partisipasi
politik, juga civic competence disabilitas bisa meningkat. Motivitasi disabilitas bersifat penting pada
realisasi keterlibatan politik, selaku daya juang, sehingga peningkatan keterlibatan politik disabilitas
akan terwujud, apabila mengakomodir: 1) kesempatan, 2) informasi, dan 3) dukungan sosial yang
inklusif (Schur, 1998). Pemenuhan hak politik disabilitas berbasis PKn yang memuat service
learning, memuat pendidikan, pelibatan dan pemberdayaan politik dengan melibatkan mahasiswa,
untuk civic equality disabilitas dan penguatan civic competence mahasiswa. Aksi PKn berbasis
inclusive citizenship adalah model inklusif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan
disabilitas, yang perlu disertai aksi nyata secara kolaboratif (Nanggala & Suryadi, 2024).

Kedua, analisis serta praktis pemberdayaan disabilitas berbasis PKn, tentu untuk mengatasi
stereotip ableisme yang memandang disabilitas beban, tidak berguna dan tidak memiliki potensi
untuk berkembang, mengingat, selain diskiminasi, masalah serius disabilitas, yaitu, kesenjangan
ekonomi, maka perlu diberdayakan, berbasis potensi, agar setara dan sejahtera. Masalah utama
disabilitas, selain diskriminasi, juga ekonomi, maka pemberdayaan disabilitas perlu memuat
keterampilan ekonpmi, agar komprehensif, tentu kolaborasi lintas sektor bersifat penting pada
pemberdayaan disabilitas berbasis ekonomi, seperti, program panti dan non-panti Kemensos, yang
harus didukung masyarakat, bisnis, NGO, keluarga, serta DPO (organisasi disabilitas), selaku
wahana peningkatan motivasi disabilitas untuk berdaya (Surwanti, 2014). Penguatan mutu civic
empowerment disabilitas, menjadi wahana strategis peningkatan kesejahteraan disabilitas,
kepercayaan diri disabilitas, dan mengatasi stigma disabilitas yang tidak berdaya, karena dilakukan
dengan habituasi, pelatihan dan transformasi keterampilan bernilai ekonomis dan bermanfaat untuk
hidup, yang bisa dikuasai oleh disabilitas, melalui praktik PKn dimasyarakat, dengan melibatkan
mahasiswa dan lintas sektor. Kebijakan Prancis yang mewajibkan perusahaan menyediakan kuota
kerja disabilitas sebanyak 6%, mampu meningkatkan kesadaran disabilitas tentang hak dasarnya,
tetapi perlu disertai komitmen peningkatan keterampilan disabilitas, berbasis potensinya (Richard &
Hennekam, 2021).

Upaya pemberdayaan disabilitas melalui PKn di perguruan tinggi yang memuat model service
learning, tentu bersifat integratif, inklusif, partisipatif, kolaboratif dan berkelanjutan, mengingat
pada kajian citizenship transformative, civic empowerment juga social model of disability, disabilitas
berpotensi untuk berdaya, maka perlu dibina, dilatih dan dihabituasikan secara konsisten. Realisasi
pemberdayaan disabilitas di Sukoharjo melalui paguyugan sehati, memiliki program strategis seperti:
1) pelatihan kewirausahaan, 2) marketing produk, 3) pendidikan inklusif, 4) sosialisasi HAM dan
jaminan kesehatan, 5) koperasi, 6) layanan psikologis dan 7) keterampilan tertentu, untuk
membentuk disabilitas yang mandiri, sehat mental dan mampu terlibat secara sosial (Setyaningsih &
Gutama, 2016). Optimasi PKn selaku citizenship education yang memuat service learning, tentu
menjadi wahana strategis mengatasi stereotip ableisme secara praktis dimasyarakat, mengingat
memberdayakan disabilitas, sehingga memiliki civic competence mumpuni berbasis potensinya yang
beragam, dengan melibatkan mahasiswa, termasuk mengatasi kesan ego sektoral dalam
pemberdayaan disabilitas. Collaborative governance direalisasikan oleh Pemerintah Kab. Kampar
agar pemberdayaan disabilitas bersifat utuh dan berkesinambungan, agar melibatkan swasta dan
komunitas peduli disabilitas, karena pemberdayaan disabilitas yang dilakukan secara sendiri oleh
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pemerintah, tidak bersifat optimal (Anthony dkk., 2023).

Upaya pemenuhan hak politik disabilitas melalui PKn pada perguruan tinggi berbasis model
service learning yang memuat kolaborasi pentahelix, mencerminkan aksi nyata pemuliaan dan
penerapan civic equality disabilitas, agar tidak menjadi warga negara kelas dua atau yang
termarjinalisasikan, karena menjadi subjek politik, untuk pendidikan dan literasi politik mumpuni,
dengan praktik pemenuhan hak politik, berupa sosialisasi atau pelatihan yang melibatkan mahasiswa,
lalu komunikasi atau advokasi pada institusi formal negara yang berkaitan dengan hak politik.
Konsep pemenuhan hak politik disabilitas dalam PKn mengarah pada pendidikan, pelibatan juga
pemberdayaan politik, dengan menjadikan disabilitas selaku subjek politik, dan memuat civic
engagement mahasiswa dalam praktik pemenuhan hak politik disabilitas (Nanggala & Suryadi,
2024). Realisasi pemenuhan hak politik disabilitas menekankan urgensi menjadikan disabilitas
selaku subjek politik, membuat eksistensi disabilitas tidak sebatas dimanfaatkan untuk kepentingan
politik berjangka pendek, terlebih sebatas untuk kampanye politik ketika pemilu tanpa komitmen
untuk civic equality disabilitas. Faktor elit politik juga pribadi berdampak pada tingkat partisipasi
politik disabilitas di Amerika Serikat pada 1984-1986, faktor pribadi diejawantahkan melalui
motivasi, motif, kesadaran dan kapasitas, lalu elit politik yang cenderung menjamin hak-hak dasar
disabilitas dan kesetaraan, sebatas untuk pemanfaatan suara disabilitas (Shields dkk., 1998). Konsep
pemenuhan hak politik disabilitas pada PKn di perguruan tinggi berbasis service learning yang
mengakomodir kolaborasi pentahelix berfokus pada pendidikan, pemberdayaan dan pelibatan politik
untuk peningkatan keunggulan politik, kesempatan politik dan literasi politik disabilitas.

Selanjutnya konsep pemberdayaan disabilitas dalam kerangka PKn di perguruan tinggi
berbasis service learning yang memuat kolaborasi pentahelix, berfokus pada habituasi, pelatihan
pembinaan serta pengembangan ragam potensi atau keuggulan disabilitas, maka selain untuk
mengatasi stereotip ableisme secara nyata dimasyarakat, juga untuk mengembangkan keterampilan
disabilitas yang bernilai ekonomis untuk kesejahteraan. Konsep pemberdayaan identik dengan upaya
mengatasi diskriminasi terhadap disabilitas, tetapi perlu bersifat tegas, substantif juga disertai sikap
percaya pada kemampuan dan potensi disabilitas, karena berpotensi untuk menghilangkan
kemandirian disabilitas (Hagner & Marrone, 1995). Terlebih permasalahan kompleks disabilitas
selain diskriminasi, juga berkaitan dengan ekonomi atau kesejahteraan, maka relevan dengan praktik
PKn selaku citizenship education berbasis model service learning yang memuat kolaborasi
pentahelix, karena memuat visi civic empowerment disabilitas berbasis potensi secara persisten dan
inklusif dengan melibatkan lintas sektor secara pentahelix. Pemberdayaan disabilitas adalah upaya
nyata mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan disabilitas, aksi pemberdayaan disabilitas berupa
transformasi keterampilan yang bermanfaat, maka perlu didukung oleh kebijakan inklusif, partisipasi
masyarakat, inovasi ilmiah dan motivasi disabilitas (Kunnath dkk., 2023). Mengingat visi civic
equality disabilitas akan sukar untuk diwujudkan, apabila tidak terdapat upaya pemberdayaan
disabilitas, yang kapabel dalam memperkuat kapasitas civic competence, agar menjadi disabilitas
yang berdaya.

Realisasi PKn di perguruan tinggi selaku citizenship education berbasis service learning, tentu
mengakomodir strategi kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat,
swasta, juga media), untuk melibatkan lintas sektor, agar bisa mengatasi ragam hambatan dan
tantangan pada upaya pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk civic equality,
terlebih bersifat integratif, selaras dengan paradigma baru pemenuhan hak politik dan pemberdayaan
disabilitas melalui PKn yang integrative, mengingat praktik civic campaign untuk civic equality
disabilitas, akan sukar terwujud tanpa melibatkan lintas sektor secara pentahelix. Kolaborasi
pentahelix memuat spirit persatuan nasional, termasuk bisa dioptimalkan untuk membudayakan

118



Pemenuhan Hak Politik, Nanggala

nilai-nilai Pancasila pada gerenasi muda, agar Pancasilais (Nanggala, 2023). Realisasi kolaborasi
pentahelix begitu penting pada pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, untuk civic
equality, dalam kerangka PKn bermodel service learning, supaya bersifat efektif, efisien, integratif
dan transformatif. Realiasi service learning perlu dilakukan secara komitmen, konsisten dan
berkualitas, supaya secara nyata mampu meningatkan civic engagement untuk mengatasi masalah
sosial yang kompleks (Burth, 2016).

Pertama, pemerintah, sejatinya memiliki peran vital dalam memenuhi hak politik dan
memberdayakan disabilitas, melalui kewenangannya dalam merampungkan landasan hukum,
kebijakan, inovasi dan program yang inklusif pada disabilitas, dengan memuat upaya pemuliaan,
pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, untuk civic equality, termasuk berkomitmen
dan konsisten untuk melibatkan lintas sektor dalam mengatasi diskriminasi terhadap disabilitas.
Pemerintah berperan penting dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia pada disabilitas,
karena memiliki political power, maka inovasi perampungan kebijakan sosial inklusif yang
transformatif, perlu secara persisten, koheren dan gradual diwujudkan, termasuk mewujudkan
kebijakan yang inklusif bagi disabilitas (Brennan dkk., 2023; Caughey, 2021). Kedua, akademisi,
sejatinya berperan strategis dalam pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, melalui
perampungan kajian akademik yang bermoral, integratif, dan inklusif, yang menekankan urgensi
civic equality dan keunggulan disabilitas, termasuk merampungkan kajian ilmiah mengenai model
baru yang komprehensif dalam memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, serta perlu
konsisten pada praktik civic campaing yang memuliakan disabilitas. Akademisi perlu memiliki
semangat moral dalam menyelesaikan karya ilmiah yang inklusif pada disabilitas, lalu turut
memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang hak-hak dasar disabilitas yang perlu dihargai
dan diwujudkan, agar mengarah pada interaksi simbolik yang positif (Putra dkk., 2021).

Ketiga, komunitas atau masyarakat, tentu berperan penting dalam mengatasi stereotip
ableisme dan menerima eksistensi disabilitas, selaku bagian integral dari warga negara, maka upaya
pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, mampu dilakukan secara komprehensif,
transformatif dan persisten, terlebih stigma ableisme timbul dimasyarakat, dan harus diatasi berbasis
political will, voluntarism dan civic virtue masyarakat. Anti-ableisme harus menjadi gerakan moral
di Amerika Serikat, untuk kesetaraan disabilitas, yang dipandang aib, cacat, beban dan tidak berguna,
maka perlu diawali oleh kebijakan inklusif, keberterimaan masyarakat lalu perekrutan calon
mahasiswa kedokteran Amerika Serikat yang berspirit anti-ableisme, dan secara sukarela
berkontribusi untuk memberdayakan disabilitas (Goulden dkk., 2023; Kaundinya & Schroth, 2022).
Keempat, swasta, sejatinya swasta berperan penting dalam memenuhi hak politik dan
memberdayakan disabilitas, karena memiliki modal ekonomi jugs skills mumpuni, tentu perlu
memandang eksistensinya bersifat penting untuk upaya kemanusiaan atau civic equality disabilitas,
maka orientasi sektor swasta tidak sebatas orientasi profit. Eksistensi swasta perlu berkontribusi
positif terhadap upaya pembangunan, baik secara fisik juga kompetensi sumber daya manusia,
sehingga kemintraan strategis antara pemerintah, NGO dan swasta untuk kemajuan masyarakat, perlu
konsisten diwujudkan (Bhatt, 2000; Bovaird, 2004).

Kelima, media, sejatinya media berperan penting menyosialisasikan berbagai keunggulan atau
keberdayaan disabilitas, selaku upaya nyata mengatasi stereotip ableisme, termasuk memberikan
informasi objektif mengenai urgensi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, untuk
civic equality kepada lintas sektor. Disabilitas tertinggal secara media di Inggris dan di Amerika
Serikat, maka bersifat riskan, mengingat eksistensi media berperan strategis untuk memberi makna
positif dan memberitakan ragam potensi positif disabilitas, termasuk mengoptimalkan media selaku
gerakan sosial baru pemberdayaan disabilitas (Schulze, 2020). Praktik service learning mampu
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meningkatkan civic engagement siswa, dan mengatasi masalah sosial untuk kesejahteraan
masyarakat, sehingga service learning memuat karakter sukarela siswa (Zahedi dkk., 2023). Berbasis
informasi argumentatif itu ditegaskan pentingnya pelibatan lintas sektor dalam memenuhi hak politik
dan memberdayakan disabilitas, untuk civic equality, mengingat memiliki fokus, ciri khas, atau ruang
gerak tertentu, maka perlu dikolaborasikan, agar bersifat efektif dan efisien, dalam kerangka PKn
selaku citizenship education yang memuat service learning, lebih jelasnya sebagai berikut:

Realisasi Citizenship Academics
Education Berbasis

Service Learning yang
Memuat Kolaborasi

Pentahelix
com unity\?‘
SO?ﬁety )

Gambar 2. Realisasi Citizenship Education Berbasis Service Learning yang Memuat
Kolaborasi Pentahelix Sumber: Dikembangkan Peneliti (2024)

Private
Sector

Optimalisasi PKn berbasis service learning yang memuat kolaborasi pentahelix, selaku
missing link pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas untuk civic equality, karena
bersifat integrative, tentu perlu disertai penguatan civic competence mahasiswa, karena selain untuk
praktik pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas yang efektif dan transformatif untuk
civic equality, juga untuk mewujudkan peradaban maju Indonesia atau civil society berbasis nilai-
nilai Pancasila. Realisasi pemberdayaan disabilitas yang humanis dan berdampak nyata untuk
kemajuan disabilitas. Perlu memuat pelatihan dan profesionalisme, seperti, aksi pelatihan DSP atau
Direct support Professionals untuk pelayanan dan pemberdayaan optimal disabilitas (Flatt-Fultz &
Phillips, 2012). Mengingat praktik PKn berbasis service learning yang memuat kolaborasi
pentahelix, untuk pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, begitu bergantung pada mutu
civic competence lintas sektor, khususnya mahasiswa, yang menjadi transformator pada civic
campaign yang memuliakan, memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas secara inovatif,
bermutu dan berdampak nyata. Aksi atau praktik kewarganegaraan di luar sekolah atau di masyarakat
yang berkaitan dengan permasalahan sosial mampu meningkatkan kapasitas civic competence secara
utuh karena bersifat nyata dan efektif (LeCompte dkk., 2020).

Mengingat civic competence bersifat penting untuk dihabituasikan pada setiap warga negara,
selaku representasi atas smart and good citizens yang berkontribusi pada upaya integratif membawa
Indonesia menuju puncak peradabannya, yang berbasis nilai-nilai Pancasila, maka upaya
mewujudkan civic equality disabilitas melalui PKn bermodel service learning yang memuat
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kolaborasi pentahelix, tidak sebatas merubah pandangan sosial yang lebih positif, inklusif, dan
holistik, tetapi juga memperkuat mutu civic competence disabilitas, melalui pemenuhan hak politik
dan pemberdayaan. Eksistensi disabilitas adalah identik dengan marjinalisasi, membuat
pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak disabilitas perlu berkesinambungan, secara formal, yaitu,
lembaga dan sekolah, lalu informal, yaitu, keluarga dan masyarakat, dengan memuat advokasi
hukum, juga optimasi teknologi untuk pelayanan hidup dan medis, mengingat civic engagement
masyarakat begitu penting untuk pemberdayaan disabilitas (Harris dkk., 2012). Pemberdayaan
disabilitas berbasis potensi, supaya mandiri, berdaya, sejahtera dan bahagia, adalah upaya
mewujudkan civic equality disabilitas, berbasis pembuktian, bahwa disabilitas memiliki keunggulan
atau potensi tertentu, untuk hidup serta bekerja, sehingga tidak terisolasi secara sosial. Pemberdayaan
disabilitas di Amerika Serikat perlu disertai kebijakan inklusif dan dukungan sistem sosial dan
politik, maka tranformasi kebijakan yang inklusif, semakin melibatkan masyarakat, akan membuat
pemberdayaan disabilitas semakin utuh dan efektif (Voulgarides, 2021).

Realisasi pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn pada perguruan
tinggi berbasis model service learning, yang memuat kolaborasi pentahelix, untuk civic equality
disabilitas, tentu menjadi paradigma baru bersifat integrative dalam mengatasi stigma ableisme
secara sosial, karena bersifat inovatif lalu mengutamakan aktualisasi diri disabilitas, karena
dipandang unggul. Setelah Undang-Undang Anti-Diskriminasi di Australia dirampungkan, nyatanya
disabilitas pada konteks pekerjaan belum mampu mencapai posisi pimpinan, masih sebatas staf,
seperti di perguruan tinggi di Australia, karier sejak dulu masih sebatas anggota atau staf, akibat
hegemoni sosial. maka persoalannya buka sebatas pada basis konstitusi, tetapi juga perlu disertasi
sikap percaya, juga partisipasi sosial (Harpur & Szucs, 2023). Realisasi PKn berbasis service
learning yang memuat kolaborasi pentahelix dalam memenuhi hak politik dan pemberdayaan
disabilitas untuk civic equality, merepresentasikan spirit persatuan sosial, gotong royong, integrasi
nasional dan kebersamaan, karena menekankan pentingnya kolaborasi dan aksi nyata untuk
mengatasi masalah sosial, khususnya, diskriminasi disabilitas akibat stereotip ableisme, yang
membuat pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas menjadi tidak optimal. Disabilitas
adalah minoritas terbesar di Amerika Serikat, dan konsisten memperoleh diskriminasi, termasuk pada
bidang pendidikan, walau Amerika Serikat telah memberlakukan landasan hukum yang holistik
tentang hak-hak disabilitas, seperti, ADA dan IDEA, tetapi penerapannya tidak optimal tanpa disertai
keterlibatan setiap pihak (Rivera & Tilcsik, 2023). Ragam hambatan serta tantangan yang dinamis
juga kompleks itu kapabel diatasi, apabila berkomitmen pada spirit persatuan nasional atau integrasi
sosial, yang direalisasikan melalui PKn pada perguruan tinggi berbasis model service learning yang
memuat kolaborasi pentahelix, untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas.

Integrasi kajian disabilitas terhadap disiplin ilmu juga pembelajaran PKn pada perguruan
tinggi, untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas untuk civic equality, membuat
praktik PKn menjadi lebih inovatif dan transformatif, seperti implementasi PKn selaku citizenship
education berbasiskan service learning, dengan memuat kolaborasi pentahelix, tentu perlu tersurat
pada kurikulum PKn di perguruan tinggi, agar menjadi referensi akademik dalam praktik PKn yang
holistik dan inklusif untuk civic equality disabilitas. PKn perlu memuat visi keladilan sosial, agar
penguatan pengetahuan, keterampilan dan disposisi warga negara muda bisa bermanfaat positif pada
penyelesaian masalah sosial, seperti, kejahatan hak asasi manusia, kemisnikinan, dan pelestarian
lingkungan hidup (Egan-Simon, 2022). Terlebih kurikulum PKn pada perguruan tinggi perlu
konsisten berinovasi, agar lebih inovatif, berkualitas, utuh dan memuat prinsip student centered
learning, untuk memperkuat civic competence warga negara muda. Esensi kurikulum PKn selain
bersifat formal atau mengikuti kebijakan kurikulum nasional, juga bersifat praktis dan mandiri,
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dengan mengakomodir inovasi, kebutuhan nyata masyarakat, isu faktual kewarganegaraan, dan
hidden curriculum pendidik, untuk membentuk pengalaman empiris peserta didik dan mengatasi
masalah sosial (Komara, 2017). Orientasi kurikulum PKn yang memuat upaya pemenuhan hak
politik dan pemberdayaan disabilitas untuk civic equality melalui PKn bermodel service learning
yang mengakomodir kolaborasi pentahelix, adalah untuk mewujudkan civic campaign yang
memuliakan disabilitas, maka realisasi akomodasi PKn bermodel service learning untuk memenuhi
hak politik juga memberdayakan disabilitas kapabel secara formal, juga berbasis inovasi atau hidden
curriculum pendidik.

Hasil penelitian ini menegaskan relevansi dan urgensi realisasi PKn yang memuat service
learning untuk memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, karena bersifat langsung di
masyarakat dan ilmiah. Mengingat PKn memuat konsep civic equality, hak asasi manusia dan
toleransi sosial, maka harus mengakomodir service learning agar mahasiswa sebagai pemuda
memiliki pemahaman mumpuni, kepekaan sosial, sikap inklusif, serta keterampilan dalam memenuhi
hak politik dan memberdayakan disabilitas melalui service learning dala kerangka PKn. Selanjutnya
hasil riset ini menegaskan relevansi dan urgensi realisasi PKn yang memuat aksi pentahelix karena
melibatkan lintas sektor yaitu pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta dan media,
tentu membuat disabilitas menjadi isu sosial bukan individual. Aksi pentahelix membuat pemenuhan
hak politik dan pemberdayaan disabilitas menjadi lebih efektif, kolaboratif, dan integratif, terlebih
mencerminkan pendekatan kewarganegaraan Pancasila. Pancasila adalah landasan moral dan
interaksi warga negara Indonesia yang memuat gotong-royong, sehingga menjadi basis pendekatan
kewarganegaraan di Indonesia (Manik & Samsuri, 2021).

Berbasis informasi argumentatif itu ditegaskan, upaya pemenuhan hak politik dan
pemberdayaan disabilitas kapabel dilakukan melalui PKn di perguruan tinggi, baik selaku civic
education maupun selaku citizenship education, berbasis service learning, karena bersifat holistik,
kolaboratif, inovatif, dan persisten, maka bersifat integrative selaku paradigma baru pemenuhan hak
politik dan pemberdayaan disabilitas untuk civic equality. Upaya kolektif mewujudkan anti-ableism
serta anti-rasicm perlu diawali oleh karakter sukarela, pandangan sosial inklusif, kebijakan
akomodatif, dan motivasi untuk berkembang disabilitas (Scott & Shogren, 2023). Mengingat
pemenuhan hak politik disabilitas pada perspektif PKn yang memuat service learning, mengarah
pada pendidikan, pelibatan serta pemberdayaan politik, maka menjadikan disabilitas selaku subjek
politik, pada konteks pemberdayaannya tentu untuk mengoptimalkan potensi dan keunggulan
disabilitas, secara inklusif juga persisten selaku upaya nyata mengatasi stereotip ableisme, dengan
melibatkan mahasiswa, termasuk lintas sektor agar representatif. Pelayanan optimal disabilitas tidak
akan terwujud tanpa inklusi sosial mumpuni, dukungan pihak keluarga dan masyarakat, serta inisiatif
kebijakan, serta pemerintah yang reponsif (Boland & Guerin, 2023).

Simpulan

PKn adalah disiplin ilmu dan pembelajaran yang komprehensif, maka kapabel dioptimalkan
untuk mengatasi stereotip ableisme yang diskriminatif khususnya pada upaya pemenuhan hak politik
dan pemberdayaan disabilitas, supaya civic equality disabilitas bisa terwujud, terlebih memiliki teori
relevan, khususnya citizenship transformative dan civic empowerment untuk mengatasi individual
atau medical model of disability. PKn selaku civic education adalah wahana strategis untuk memberi
informasi holistik objektif dan persisten mengenai landasan hukum civic equality, pemenuhan hak-
hak dasar, termasuk hak politik dan pemberdayaan disabilitas, terlebih memiliki keunggulan dan
potensi, yang harus dioptimalkan secara transformatif, lalu PKn selaku citizenship education adalah
wahana strategis pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas, selaku praktik PKn
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dimasyarakat, yang bersifat sosio-kultural atau non-formal, secara sukarela untuk mengatasi
diskriminasi disabilitas, akibat stereotip ableisme. Realisasi citizenship education, tentu memuat
service learning, supaya bersifat komprehensif, terpadu dan ilmiah, termasuk mengakomodir siasat
kolaborasi pentahelix (pemerintah, akademisi, komunitas atau masyarakat, swasta juga media), agar
melibatkan lintas sektor, selaku penerapan spirit persatuan nasional, maka sifatnya representatif,
efektif, inovatif dan integratif. Pemenuhan hak politik dan pemberdayaan disabilitas melalui PKn
berbasis service learning untuk civic equality, adalah paradigma atau model baru dalam mengatasi
masalah dikriminasi atau marjinalisasi disabilitas yang mengakar kuat dimasyarakat akibat stereotip
ableisme, karena tidak sebatas kebijakan atau top down, juga tidak sebatas gerakan sosial
kewarganegaraan atau bottom up, tetapi berbasis PKn atau integrative, untuk memenuhi missing link
pada upaya memenuhi hak politik dan memberdayakan disabilitas, untuk civic equality berbasis nilai-
nilai Pancasila. Implikasi yaitu PKn harus bersifat langsung di masyarakat dengan memuat service
learning dan aksi pentahelix agar bermanfaat nyata dalam memenuhi hak politik dan
memberdayakan disabilitas, termasuk mengatasi ableisme berbasis civic engagement karena sukarela
dan berkelanjutan.
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